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WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR 

NOMOR .......................... TAHUN 2024 
 

T E N T A N G 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KOTA MAKASSAR 
 
 

WALIKOTA MAKASSAR, 
 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Daerah, yang menyatakan bahwa 
Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah; 
 

b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah 
acuan dan pedoman dalam menjaga konsistensi kinerja 
serta memperoleh hasil kerja yang efektif pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional 
Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan 
WaliKota Makassar tentang Standar Operasional Prosedur 
Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573) dan perubahan terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6845); 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
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tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6845); 

 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); 
 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
 

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128) 

 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 885); 

 

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 

 

20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084); 

 

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); 

 

MEMUTUSKAN   : 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KOTA MAKASSAR 

 
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan 

Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 
 
KEDUA :  Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Makassar, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, 
adalah sebagai berikut : 
 
a. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 
b. Standar Operasional Prosedur Bidang Kebijakan, Advokasi, 

Pengaduan, Data dan Sistem Informasi Layanan 
c. Standar Operasional Prosedur Bidang Penanaman Modal. 
d. Standar Operasional Prosedur Mal Pelayanan Publik dan 

Administrasi Perizinan 
e. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Berusaha (Melalui Sistem OSS RBA) 
f. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Untuk 

Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU – Melalui Sistem 
OSS RBA). 

g. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan  

 
KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis dari pelaksanaan 

Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Makassar. 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal  
 
WALIKOTA MAKASSAR, 
 

 
 

             MOH. RAMDHAN POMANTO 


